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ABSTRAK

Fenomena populisme semakin menonjol sebagai gaya kepemimpinan politik, termasuk
di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana populisme memengaruhi
strategi komunikasi publik dan peran kepemimpinan dalam membangun legitimasi serta
mengelola ruang publik. Kajian ini menggunakan pendekatan literatur dengan analisis
interpretatif berbasis hermeneutik dan kerangka meta-governance serta inovasi
kolaboratif. Data dikumpulkan dari 34 artikel jurnal terindeks dan dianalisis
menggunakan teknik pengkodean serta kategorisasi tematik. Fokus utama diarahkan
pada dua figur populis, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, dengan periode analisis
2014-2024. Hasil menunjukkan bahwa Jokowi menekankan komunikasi emosional
berbasis kedekatan melalui bblusukan dan media sosial untuk memperkuat citra wong
cilik, sedangkan Prabowo lebih menonjolkan narasi konfrontatif "rakyat versus elite"
dengan basis nasionalisme dan agama konservatif. Strategi ini sama-sama efektif
membangun dukungan elektoral, tetapi berisiko mempersempit ruang deliberatif
memperkuat polarisasi, dan melemahkan tata kelola kolaboratif. Temuan ini menegaskan
bahwa komunikasi populis dalam kepemimpinan Indonesia bersifat ambivalen:
memperkuat legitimasi sekaligus berpotensi mengikis prinsip demokrasi partisipatif di
era digital.

Kata Kunci: populisme, kepemimpinan, komunikasi publik, inovasi kolaboratif, Joko
Widodo, Prabowo Subianto

ABSTRACT

Populism has increasingly emerged as a dominant leadership style in contemporary
politics, including in Indonesia. This study aims to analyze how populist ideologies shape
public communication strategies and leadership roles in building legitimacy and
managing the public sphere. The research employs a literature-based interpretive
approach using hermeneutics and applies the meta-governance and collaborative
innovation framework. The analysis focuses on two key populist figures, Joko Widodo and
Prabowo Subianto, within the 2014-2024 period. Findings indicate that Jokowi
emphasizes emotional communication and proximity through blusukan and social media
to reinforce his image as wong cilik, while Prabowo advances a confrontational “people
versus elite” narrative grounded in nationalism and conservative Islam. Both strategies
effectively consolidate electoral support but simultaneously risk narrowing deliberative
spaces, reinforcing polarization, and weakening collaborative governance. The study
concludes that populist communication in Indonesian leadership is ambivalent:
strengthening legitimacy on one hand while potentially eroding participatory democratic
principles in the digital era.
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A. PENDAHULUAN

Di tengah transformasi lanskap
politik global dan meningkatnya
pengaruh populisme, komunikasi
publik menjadi medan strategis yang
menentukan arah dan legitimasi
kepemimpinan politik. Di Indonesia,
fenomena populisme tidak hanya
membentuk cara pemimpin
menyampaikan pesan politik, tetapi
juga  memengaruhi  bagaimana
kebijakan dirancang,
dikomunikasikan, dan diterima oleh
masyarakat. Gaya komunikasi yang
emosional, langsung, dan simplistik,
sebagaimana lazim dalam
kepemimpinan populis, sering kali
menekankan kedekatan dengan
rakyat namun mengabaikan prinsip
deliberasi, transparansi, dan

partisipasi publik yang menjadi pilar

komunikasi pemerintahan
demokratis.
Tema pemimpin dan

kepemimpinan cukup banyak
dibahas dalam berbagai perspektif.
Dalam satu dekade terakhir, kajian
kepemimpinan banyak dicermati

dari manajemen perubahan, inovasi

Setiawan, dkk, 2024), karakteristik
Power, 2018), hingga ideologi
Mietzner, 2020), gaya komunikasi
Engesser, dkk, 2016; Purdey, 2024)
maupun komunikasi publik
(Shabangu, 2024).

Hasil  eksplorasi  Paschoiotto,

Cunha & da Silva (2024) menemukan

(
(
(
(

bagaimana pemimpin dapat secara
efektif mendorong inovasi
kolaboratif sektor publik dengan
penekanan pada peran dan tindakan
pemimpin. Kerangka ini memiliki
manfaat untuk memetakan seperti
apa kontribusi pemimpin publik
dalam memfasilitasi inovasi dengan
memperhatikan tantangan yang ada.

Sebagai  salah  satu faktor
pendorong, Mudde (2004)
menyebutkan ideologi populisme
yang mengemuka dalam satu
dekade terakhir telah menjadi gaya
politik yang mengklaim mewakili
suara rakyat biasa (the people)
dianggap tertindas oleh elite politik,
ekonomi, atau budaya. Populisme
secara sederhana membagi
masyarakat terbagi menjadi dua

kelompok homogen yang



antagonistik yaitu rakyat murni (the
pure people) dan elite yang korup
(the corrupt elite). Populisme percaya
bahwa politik seharusnya menjadi
ekspresi kehendak umum  rakyat
(Mudde, 2004, p. 543).

Dalam  kontestasi  Pemilihan
Presiden Tahun 2019, populisme
juga tampak melalui retorika
Prabowo Subianto yang
menekankan dikotomi antara rakyat
murni  dan elite korup. Dalam
beberapa pidato, ia menuduh elite
telah  meremehkan rakyat dan
bersikap manipulatif, sembari
memosisikan dirinya sebagai bagian
dari elite yang patriotik dan berpihak
pada rakyat (tirto.id, 2019). Retorika
ini sejalan dengan definisi populisme
menurut Mudde (2004), meski dalam
praktiknya, populisme di Indonesia
seringkali berfungsi lebih sebagai
strategi komunikasi politik
ketimbang sebuah ideologi
substantif (Deha, 2021).

Sebelumnya populisme di
Indonesia juga terlihat dalam strategi
komunikasi Presiden Joko Widodo
(Jokowi). Sejak Pilpres 2014, Jokowi
membangun citra sebagai orang
biasa (wong cilik) yang sederhana,

dekat dengan rakyat, dan

Memimpin Dengan Narasi... 233

berlawanan dengan elite politik
mapan. Simbol kesederhanaan yang
banyak ditampilkan seperti blusukan
ke pasar atau makan di warung kaki
lima untuk menegaskan kedekatan
dengan rakyat (Mietzner, 2015).
Retorika Jokowi juga menekankan
dikotomi kami (rakyat) versus mereka
(elite yang tidak peduli), meskipun ia
sendiri merupakan bagian dari elite
politik setelah menjabat. Hal ini
menunjukkan bagaimana populisme
dapat berfungsi sebagai gaya politik
yang fleksibel, tidak hanya untuk
oposisi, tetapi juga untuk penguasa
(Aspinall & Mietzner, 2019).

Tidak hanya berpengaruh
terhadap peran dan tindakan,
ideologi populisme juga membentuk
cara komunikasi publik pemimpin,
baik dalam penyampaian dan
penerimaan pesan antara
pemerintah dan masyarakat yang
bertujuan untuk membangun
pemahaman bersama mengenai
kebijakan, program, dan layanan
publik. Hal ini juga mencakup
berbagai aspek seperti urusan
publik, informasi publik, hubungan
masyarakat, komunikasi krisis, dan
komunikasi risiko (OECD, 2020).
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Kajian ini  ditujukan  untuk
menjelaskan  untuk  memahami
hubungan antara gaya
kepemimpinan  populis, strategi
komunikasi publik, dan dinamika
inovasi kebijakan kolaboratif di
Indonesia. Hasil kajian ini
memberikan  kontribusi  teoritis
terhadap literatur komunikasi politik
dan  kebijakan  publik,  serta
menawarkan wawasan praktis bagi
pengambil kebijakan, komunikator
publik, dan akademisi dalam
merancang pendekatan komunikasi
yang lebih partisipatif dan adaptif di
era polarisasi digital.

Tujuan  penelitian ini
menganalisis  peran  komunikasi
publik para pemimpin populis di
Indonesia, khususnya Joko Widodo
dan Prabowo Subianto, dalam
membentuk relasi antara rakyat dan
elite politik. Analisis peran yang
dimaksud berfokus pada bagaimana
strategi komunikasi mereka melalui
retorika, simbol kesederhanaan,
maupun narasi antagonistik
terhadap elite digunakan untuk
mengartikulasikan kedekatan
dengan rakyat serta memperoleh
legitimasi  politik. Dalam konteks

komunikasi publik, penelitian ini
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tidak hanya menilai efektivitas
komunikasi sebagai alat persuasi
politik, tetapi  juga  mengkaji
fungsinya sebagai instrumen
kekuasaan yang dapat memperkuat
atau justru melemahkan tata kelola
kolaboratif dan inklusif.

Urgensi kajian ini terletak pada
kebutuhan untuk memahami
bagaimana  komunikasi  publik
pemimpin populis beroperasi di era
digital dan dalam masyarakat yang
semakin  terpolarisasi.  Strategi
komunikasi Joko Widodo dengan
gaya populisme keseharian seperti
blusukan dan narasi wong cilik serta
strategi Prabowo Subianto dengan
retorika oposisi yang menekankan
dikotomi antara rakyat murni dan
elite korup menunjukkan bagaimana
komunikasi  publik  membentuk
ruang wacana kebijakan sekaligus
legitimasi pemerintahan (Mudde,
2004; Mietzner, 2015; Aspinall &
Mietzner, 2019). Oleh karena itu,
analisis kritis terhadap hubungan
antara populisme dan komunikasi
publik menjadi sangat penting untuk
mengevaluasi  kualitas demokrasi
dan arah pembangunan kebijakan di

Indonesia.



Dalam era digital dan masyarakat
yang makin terpolarisasi, strategi
komunikasi yang  dipilih  oleh
pemimpin populis seperti Joko
Widodo dan Prabowo Subianto
memiliki dampak besar terhadap
ruang publik. Pertama, komunikasi
populis dapat memperkuat
legitimasi politik melalui penciptaan
narasi kedekatan dengan rakyat.
Joko Widodo membawa narasi wong
cilik untuk membangun citra sebagai
pemimpin sederhana yang dekat
dengan rakyat (Aspinall & Mietzner,
2019). Hal ini berdampak pada
meningkatnya penerimaan publik
terhadap kebijakan  pemerintah,
sekaligus memperkuat personalisasi
politik.

Kedua, komunikasi populis juga
dapat mempersempit ruang
deliberatif dengan menegaskan
dikotomi antara rakyat murni dan
elite korup. Retorika seperti yang
sering digunakan Prabowo Subianto
memperkuat polarisasi sosial, yang
dalam jangka panjang dapat
mengikis kualitas demokrasi
deliberatif karena perbedaan
pandangan lebih sering diposisikan
secara  antagonistik  ketimbang

dialogis (Mietzner, 2020). Polarisasi
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ini, ketika diperkuat oleh ekosistem
digital dan media sosial,
menciptakan ruang publik yang lebih
mudah dipenuhi oleh misinformasi
dan politik identitas (Tapsell, 2017).

Ketiga, strategi  komunikasi
populis juga berdampak pada tata
kelola kebijakan. Alih-alih
mendorong praktik kolaboratif dan
inklusif, komunikasi yang terlalu
berfokus pada pencitraan populis
dapat mengaburkan transparansi
proses kebijakan serta melemahkan
partisipasi  kritis warga. Dengan
demikian, analisis kritis terhadap
populisme dan komunikasi publik
penting dilakukan untuk menilai
apakah praktik komunikasi para
pemimpin tersebut memperkuat
legitimasi demokrasi atau justru
memperdalam fragmentasi sosial
politik di Indonesia.
Oleh karena itu, analisis kritis
terhadap hubungan antara
populisme dan komunikasi publik
menjadi sangat penting untuk
mengevaluasi  kualitas demokrasi
dan arah pembangunan kebijakan di
Indonesia.

Lebih jauh, kajian ini
berkontribusi pada pengembangan

pengetahuan dalam bidang
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komunikasi publik dengan
menyoroti bagaimana praktik
komunikasi populis dapat

meminggirkan partisipasi substantif
dan mempersempit diskursus publik.
Dengan menggali dinamika ini
melalui pendekatan teoritis dan
kajian literatur yang sistematis,
penelitian ini memberikan landasan
yang kuat bagi pembuat kebijakan,
akademisi, dan praktisi komunikasi
untuk merancang strategi
komunikasi yang tidak hanya efektif
secara politis, tetapi juga etis,

transparan, dan partisipatif.

. TINJAUAN PUSTAKA
Populisme dan Komunikasi Publik
Populisme sebagai ideologi yang
diadopsi menjadi gaya
kepemimpinan bukan fenomena
baru. Populisme muncul dalam
berbagai bentuk sepanjang sejarah,
terutama dalam konteks
ketidakpuasan terhadap elite politik
dan ekonomi. Secara global,
gelombang populisme dapat mulai
tampak pada akhir abad ke-19
sampai awal abad ke-20 yang
ditandai dengan gerakan agraria
People's Party di Amerika Serikat
(USA) dan gerakan sosialis di Eropa
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yang menentang industrialisasi dan
kapitalisme finansial. Sementara di
Amerika Latin, muncul pemimpin
seperti Juan Perdn (Argentina); di
negara berkembang pasca-kolonial
hadir Indira Gandhi (India),
Ferdinand Marcos (Filipina), serta
Soekarno (Indonesia) (Mietzner,

2020).

Populisme di Indonesia
berevolusi  mengikuti  dinamika
politik dan sosial-ekonomi.  Dari

nasionalisme revolusioner
(Soekarno) dan pembangunanisme
otoriter (Soeharto) menuju
populisme elektoral berbasis
identitas (Joko  Widodo dan
Prabowo Subianto). Isu
ketimpangan, korupsi, dan agama
tetap menjadi instrumen mobilisasi.
Di era digital, populisme makin
terfragmentasi, namun tetap efektif
mempolarisasi masyarakat
(Warburton, 2025; Hadiz, 2016;
Aspinall, 2016).

Komunikasi publik secara
konseptual dipahami sebagai proses
penyampaian  dan  penerimaan
pesan antara pemerintah dan
masyarakat yang bertujuan

membangun pemahaman bersama

terkait kebijakan, program, dan



layanan publik (OECD, 2020). Fungsi
utama komunikasi publik tidak hanya
terletak pada diseminasi informasi,
tetapi juga pada penciptaan ruang
dialogis  yang memungkinkan
masyarakat terlibat secara aktif
dalam proses pengambilan
keputusan (Habermas, 1984; McNair,
2011). Komunikasi publik mencakup
berbagai aspek, seperti informasi
publik,  hubungan  masyarakat,
komunikasi krisis, hingga komunikasi
risiko, yang seluruhnya berkontribusi
terhadap legitimasi dan efektivitas
kebijakan pemerintah (Grunig &
Hunt, 1984; Heath & O'Hair, 2020;
Mergel, 2017).

Pendekatan komunikasi publik,
bisa dimaknai sebagai bentuk
komunikasi yang ditujukan untuk
khalayak umum, sering kali bersifat
persuasif dan digunakan dalam
konteks politik, pemasaran, atau
sosial (Morissan, 2013). Lebih sering,
komunikasi ini bersifat terbuka,
melibatkan media massa, platform
digital, atau forum publik seperti
pidato, kampanye, dan debat
(Engesser, dkk, 2016).

Dalam konteks kebijakan,
komunikasi kebijakan didefinisikan

sebagai proses penyampaian
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informasi yang berkaitan dengan
kebijakan publik dari pemerintah
kepada masyarakat, dengan tujuan
memperoleh dukungan, partisipasi,
dan pemahaman yang lebih baik dari
publik (Canel & Sanders, 2012).
Komunikasi kebijakan yang efektif
tidak hanya membangun
kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah, tetapi juga
meminimalisasi risiko miskomunikasi
dan resistensi terhadap kebijakan
(Pratama & Sari, 2022). Di Indonesia,
komitmen terhadap keterbukaan
informasi  telah dilembagakan
melalui Undang-Undang No. 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, yang menekankan
pentingnya akses publik terhadap
informasi sebagai bentuk
transparansi  dan  akuntabilitas
negara (Aritonang, 2011; Mahaphan,
2025).

Berbagai model komunikasi
publik telah dikembangkan untuk
memandu hubungan antara
pemerintah dan masyarakat. Model-
model ini umumnya menekankan
komunikasi dua arah, transparansi,
serta keterlibatan aktif masyarakat
dalam proses formulasi dan evaluasi

kebijakan (OECD, 2020). Namun,
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dalam praktik populisme
kontemporer, komunikasi publik
kerap  bergeser menjadi alat
mobilisasi  politik yang bersifat
emosional, simplistik, dan satu arah.
Gaya komunikasi ini, meskipun
efektif dalam membangun citra dan
dukungan elektoral, berisiko
mempersempit ruang deliberatif dan
mengerdilkan partisipasi substantif
publik. Oleh karena itu, kajian ini
memposisikan populisme sebagai
tantangan terhadap ideal komunikasi
publik yang demokratis, sekaligus
sebagai konteks yang penting untuk
memahami dinamika komunikasi
kebijakan di Indonesia saat ini.
Komunikasi publik menjadi alat
utama  penyebaran  populisme.
Penggunaan bahasa yang
membangkitkan emosi,
penyederhanaan isu, pemanfaatan
platform digital untuk komunikasi
langsung, dan pembentukan
dikotomi "kami vs mereka" adalah
taktik komunikasi yang efektif dalam
membangun dan mempertahankan
dukungan populis (Engesser dkk.,
2016). Dalam konteks komunikasi
publik, pemimpin populis kerap
berkomunikasi secara emosional,

sering melalui media sosial, untuk
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menjangkau massa secara langsung
untuk menunjukkan kharisma
(Muller, 2016; Hawkins dkk, 2019).
Populisme, sebagaiideologiyang
mengklaim membela "rakyat kecil"
melawan  "elit  korup," sangat
bergantung pada komunikasi publik.
Pemimpin populis menggunakan
retorika emosional dan
menyederhanakan isu kompleks
menjadi narasi yang untuk menarik
dukungan. Pembentukan "musuh
bersama" melalui komunikasi publik
menjadi  strategi  kunci  untuk
memperkuat identitas kelompok dan
memobilisasi massa (Laclau, 2005;

Mudde, 2004).

Peran dan Tindakan Pemimpin
Populis

Miuller (2016) atau Hawkins dkk
(2019) mengidentifikasi karakteristik
pemimpin populis memiliki retorika
anti-kemapanan dengan menyerang
elit politik, media, atau lembaga
tradisional sebagai musuh rakyat.
Selain itu, kerap menyampaikan
klaim representasi eksklusif atau
mengaku sebagai satu-satunya suara
sah rakyat, menolak oposisi sebagai
tidak legitimate. Dalam konteks

kelembagaan, pemimpin populis



cenderung melemahkan lembaga
demokrasi (peradilan, pers, pemilu)
jika dianggap menghalangi
kehendaknya, atau bisa disebut
sebagai erosi checks and balances.
Populisme bisa muncul dalam
demokrasi maupun rezim otoriter,
dan pemimpin  populis  sering
menggunakan retorika inklusif untuk
rakyatnya tetapi eksklusif terhadap
kelompok yang dianggap
"ancaman."

Pemimpin  populis  memiliki
strategi komunikasi yang berbeda
dalam kebangkitan dan pengaruh
mereka. Strategi ini sering kali
melibatkan komunikasi langsung
tanpa perantara dengan publik,
melewati saluran media tradisional.
Pendekatan ini sangat efektif di
platform media sosial, di mana para
pemimpin dapat terlibat langsung
dengan masyarakat dan
membangun wacana politik serta
kepemimpinan mereka (Sinha, 2017;
Sintes-Olivella dkk, 2020, Giusta,
2023).

Pemimpin populis sering kali
berkomunikasi langsung dengan
masyarakat melalui media sosial,
menciptakan rasa kedekatan dan

keterlibatan langsung. Metode ini
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terutama digunakan oleh Narendra
Modi di India untuk membangun
koalisi dukungan yang luas (Sinha,
2017). Para pemimpin populis
cenderung menggunakan otoritas
personalistik, ~ menampilkan  diri
mereka sebagai satu-satunya
perwakilan kehendak rakyat, sering
kali melewati mekanisme checks and
balances institusional (Giusta, 2023).

Ciri  umum dari komunikasi
populis adalah penggambaran elite
yang korup versus rakyat yang
berbudiluhur. Retorika ini digunakan
untuk memobilisasi dukungan dan
menciptakan dikotomi yang jelas
antara rakyat dan elite (Sengul, 2023;
Bapista dkk, 2022).

Para pemimpin populis sering kali
menggunakan bahasa yang lugas
dan sederhana untuk membuat
pesan mereka lebih mudah diakses
dan dipahami oleh masyarakat
umum. Strategi ini  membantu
menggalang dukungan yang lebih
luas dengan membuat isu-isu yang
kompleks menjadi tampak
sederhana Decadri & Boussalis,
2020).

C. METODE
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Penelitian ~ ini  menggunakan
pendekatan kualitatif melalui metode
kajian literatur sistematis yang
dikombinasikan dengan  analisis
tematik kritis.  Kajian ini mengacu
pada prinsip bahwa tinjauan pustaka
yang sistematis memungkinkan
identifikasi dan sintesis literatur
secara transparan dan terstruktur
(Boell & Cecez-Kecmanovic, 2015).

Literatur ditelusuri melalui basis
data ilmiah seperti Scopus, JSTOR,
dan Google Scholar menggunakan
kata kunci yang relevan, dengan
batasan publikasi antara 2014
hingga 2024. Seleksi dilakukan
berdasarkan tiga kriteria: fokus pada
hubungan antara kepemimpinan
politik dan  komunikasi  publik,
keterkaitan ~ dengan  populisme
dan/atau inovasi kebijakan, serta
keberadaan kerangka teoritis atau
data empiris. Hasil seleksi
menghasilkan 34 artikel yang
dianalisis secara mendalam
menggunakan teknik pengkodean
dan kategorisasi tematik (Thomas &
Harden, 2008).

Analisis dalam kajian literatur ini
dilakukan secara bertahap dengan
pendekatan interpretatif  untuk

mengungkap makna kontekstual dari
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narasi  populis  dan  strategi
komunikasi publik yang digunakan
oleh para pemimpin. Pertama,
penelusuran  literatur  dilakukan
melalui  basis data  akademik
internasional seperti Scopus, Web of
Science, dan Google Scholar dengan
kata kunci “populism,” “public
communication,” “Indonesia,” dan
“leadership.” Proses ini bertujuan
mengidentifikasi artikel kunci yang
membahas fenomena populisme
dalam konteks politik global dan
lokal.  Kedua, literatur  yang
ditemukan diseleksi menggunakan
kriteria relevansi, keterkinian
(minimal lima tahun terakhir untuk
konteks Indonesia), serta kredibilitas
sumber.

Langkah berikutnya adalah
melakukan  analisis  interpretatif
dengan merujuk pada pendekatan
hermeneutik dalam studi kebijakan
(Yanow, 2000), yaitu menafsirkan
teks politik dan komunikasi untuk
memahami makna simbolik serta
relasi kekuasaan yang dibangun.
Selanjutnya, tema utama ditentukan
melalui proses kategorisasi literatur,
yang menghasilkan fokus pada tiga
isu kunci: legitimasi politik, polarisasi

ruang publik, dan tata kelola



kebijakan  kolaboratif.  Kerangka
meta-governance dan inovasi
kolaboratif dari Paschoiotto, Cunha,
dan da Silva (2024) digunakan untuk
menilai  sejauh  mana  strategi
komunikasi populis dapat
mendorong atau justru menghambat
praktik kolaboratif dalam tata kelola
publik.

Akhirnya, analisis
dikontekstualisasikan pada praktik
komunikasi dan kepemimpinan dua
tokoh populis di Indonesia, yaitu
Joko  Widodo dengan gaya
populisme keseharian dan Prabowo
Subianto dengan retorika
antagonistik. ~ Perbandingan  ini
memungkinkan pemetaan dampak
komunikasi populis terhadap
legitimasi  pemerintah, dinamika
ruang  publik, serta  kualitas
demokrasi di Indonesia.

Penelitian ini membatasi literatur
internasional pada periode 2000-
2024 untuk menangkap
perkembangan teori populisme dan
komunikasi publik secara global
serta perkembangan baru seperti
meta-governance dan inovasi
kolaboratif (Paschoiotto, Cunha, & da
Silva, 2024), dan fokus pada tahun
2014-2024 agar dapat menganalisis
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strategi  komunikasi  pemimpin
populis Joko Widodo dan Prabowo
Subianto. Kriteria seleksi meliputi
relevansi tema (populisme,
komunikasi  politik, ~ demokrasi
publik), keterkinian sumber dan
konteks empiris yang jelas (Huda,

dkk., 2025).

D. TEMUAN

Era Reformasi pasca-1998 di
Indonesia diwarnai oleh bangkitnya
populisme elektoral dan identitas.
Para pemimpin politik
memanfaatkan isu-isu sensitif seperti
agama, ketimpangan sosial-
ekonomi, dan pemberantasan
korupsi sebagai alat utama untuk
memobilisasi  dukungan  massa
(Hadiz, 2016). Figur-figur sentral
seperti Joko Widodo dan Prabowo
Subianto  muncul dengan gaya
populisme yang berbeda. Joko
Widodo menampilkan diri sebagai
populis teknokratik melalui gaya
"blusukan" dan citra "pro-rakyat
kecil," yang tercermin  dalam
kebijakan seperti Kartu Indonesia
Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia
Pintar (KIP) (Warburton, 2016).
Namun, kepemimpinannya juga

menuai kritik terkait kooptasi oposisi
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dan sentralisasi kekuasaan (Mietzner,
2020). Di sisi lain, Prabowo Subianto
mengusung populisme nasionalis
dengan retorika anti-asing yang kuat
dan narasi perlawanan terhadap elite
korup, meskipun ia sendiri berasal
dari latar belakang elite militer
(Aspinall, 2016).

Memasuki era populisme
kontemporer, terutama setelah 2019,
politik identitas dan peran media
digital semakin menguat. Media
sosial menjadi platform utama untuk
menyebarkan narasi populis,
termasuk isu-isu sensitif seperti
khilafah dan sentimen anti-Cina (Lim,
2017). Polarisasi politik semakin
tajam, tercermin dalam polarisasi
dukungan dan oposisi terhadap
pemerintah, seperti yang terlihat
dalam gerakan tagar
#2019GantiPresiden dan  #Joko
Widodolagi (Nugroho dan Yandes,
2020).. Fenomena ini menunjukkan
bagaimana populisme tidak hanya
memanfaatkan isu-isu tradisional
tetapi juga beradaptasi dengan
lanskap media dan politik digital
yang baru, memperdalam
fragmentasi dan polarisasi dalam

masyarakat.
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Analisis  perbandingan  meta-
governance dan three-dimensional
action menunjukkan  bagaimana
pemimpin populis di Indonesia,
cenderung menggunakan
kekuasaan untuk mengontrol narasi
dan tindakan, seringkali dengan
mengorbankan prinsip-prinsip
kolaborasi setara, inovasi yang
berkelanjutan, dan partisipasi publik
yang bermakna (Power, 2018;
Muhtadi & Muslim, 2020).

Dalam hal meta-governance, alih-
alih  membangun kemitraan yang
setara, para pemimpin populis ini
lebih  memilih  untuk mengatur
kolaborasi di bawah kendali mereka,
Joko Widodo juga menunjukkan
pola kolaborasi selektif dengan
kooptasi oposisi dan menggandeng
pengusaha untuk proyek strategis,
namun sentralisasi keputusan melalui
mekanisme seperti Omnibus Law
mengindikasikan kurangnya ruang
partisipasi publik yang
sesungguhnya (Mahy, 2022).

Pada dimensi tindakan aktif (three-
dimensional action), kecenderungan
untuk mengabaikan prasyarat inovasi
demi kepentingan jangka pendek
terlihat  jelas. Joko  Widodo

memperluas akses kesehatan tetapi



minim evaluasi efektivitas program.

Restrukturisasi organisasi  juga

cenderung mengarah pada
pemusatan kekuasaan, atau
penunjukan militer dalam
penanganan COVID-19 yang

berpotensi mengabaikan kapasitas
sipil (Mietzner, 2020). Jokowi juga
mengedepankan populisme yang
menekankan kedekatan emosional
dengan rakyat melalui gaya bahasa
sederhana dan simbol “blusukan,”
meski  secara  struktural tetap
bertumpu pada dukungan oligarki
politik (Aspinall & Mietzner, 2019).

hambatan,

Dalam  mengatasi

pendekatan konfrontatif  lebih
dominan daripada dialog, Prabowo
identitas

membangun koalisi

berbasis nasionalisme dan Islam
konservatif, sambil mempertahankan
narasi lawan elite, contohnya narasi
perang melawan elite  korup.
Retorika ini tampak jelas dalam
kampanye Pilpres 2019, misalnya
ketika ia menyatakan bahwa “elite

|II

tidak peduli pada rakyat kecil” dan
memperingatkan bahwa “Indonesia
bubar kalau dikuasai elite yang
korup,” yang menegaskan dikotomi
antara rakyat murni dan elite jahat

(Muhtadi & Muslim, 2020).
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Dengan demikian,

populis Jokowi

komunikasi

menekankan

kedekatan emosional dengan rakyat,

sementara

polarisasi  dengan

Prabowo membangun

menegaskan

posisi rakyat berhadapan dengan

elite.Hal itu secara ringkas dapat

diperhatikan dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1. Pemetaan Komunikasi Populis

Aspek Joko Prabowo
Widodo Subianto
(Populis (Populis
Teknokratik) Nasionalis-
Identitarian)
Meta- - Kooptasi -
Governance  oposisi Mobilisa
(misal: si oposisi
menarik lewat
Prabowo narasi
ke koalisi). "lawan
- Sentralisasi elite
kekuasaan korup".
lewat -
Omnibus Law  Membangu
dan reshuffle n koalisi
kabinet pro- berbasis
loyalis. identitas
(islam
konservatif +
nasionalis).
Basic - Program - Retorika
Requireme  bantuan "pangan
nts sosial (KIS, murah" dan
KIP, BLT) "kesejahtera
untuk an petani”,
legitimasi.  tetapi minim
- Minim kebijakan
reformasi konkret.
birokrasi.
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Restructurin - Militerisasi

g birokrasi Menggalan
(contoh: g organisasi
eks-TNIdi ~ massa (ex:
posisi Garda
sipil). Nasional)

- Melemahkan untuk
DPR lewat dukungan
koalisi besar. politik.
Overcomin - -
g Obstacles  Mengabai Konfront
kan protes  asi
(buruh simbolis
tolak (misal:
Omnibus isu
Law, aktivis ~ "asing
lingkunga menjajah
n). Indonesi
- Pidato a").
teknokratik - Eksploitasi
untuk isu HAM
delegitimasi  sebagai alat
kritik. serang
lawan.
Exploring - Blusukan - Narasi
Drivers sebagai religio-
simbol nasionali
kedekatan s
dengan (contoh:
rakyat. isu
- Proyek khilafah,
infrastruktur  pertahan
untuk citra an NKRI).
"pembangun”. - Populisme
digital lewat
buzzer
media
sosial.

Sumber : Olahan data dan adaptasi
Paschoiotto, Cunha & da Silva (2024)

Pemetaan ini

menekankan

hubungan antara peran dan tindakan

pemimpin serta tantangan yang

dihadapi dalam mendorong inovasi
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yang lebih efektif dalam masyarakat.
Peta ini juga memberikan panduan
publik

bagaimana mereka dapat berfungsi

bagi pemimpin tentang
sebagai penggerak dalam proses
inovasi kolaboratif.

Perbandingan gaya
kepemimpinan Joko Widodo dan
Subianto

Prabowo menunjukkan

perbedaan signifikan dalam
pendekatan mereka. Joko Widodo,
dengan gaya "populis teknokratik"-
nya, cenderung melakukan kooptasi
oposisi dan sentralisasi kekuasaan,
mengandalkan  program  bantuan
sosial untuk  legitimasi, serta
melakukan militerisasi birokrasi dan
melemahkan DPR. Dalam
menghadapi hambatan, ia sering
mengabaikan protes dan
menggunakan pidato teknokratik
untuk delegitimasi kritik, sementara
membangun citra melalui blusukan
dan proyek infrastruktur.

Sebaliknya, Prabowo, dengan gaya
"populis nasionalis-identitarian”-nya,
lebih memilih mobilisasi oposisi dan
berbasis

membangun koalisi

identitas, menggunakan retorika
"pangan murah" dan "kesejahteraan
petani" meskipun minim kebijakan

konkret, serta menggalang organisasi



massa untuk dukungan politik. Dalam
menghadapi hambatan, ia melakukan
konfrontasi simbolis dan
mengeksploitasi  isu HAM, serta
membangun citra melalui narasi
religio-nasionalis dan  populisme
digital. Perbedaan-perbedaan ini
mencerminkan kontras dalam strategi
politik dan pendekatan pemerintahan
antara kedua tokoh tersebut.
Bagaimanapun, pemimpin populis
Indonesia  menggunakan  meta-
governance untuk mengkonsolidasi
kekuasaan, bukan  membangun
kolaborasi inklusif. Tindakan mereka
didorong oleh logika elektoral dan
kontrol politik, seringkali
mengorbankan prinsip tata kelola
yang baik. Inovasi kebijakan (seperti
program sosial) dimanfaatkan untuk
legitimasi, tetapi tanpa pembenahan

sistemik.

E. BAHASAN

Pemimpin  publik memegang
peran krusial sebagai katalisator
inovasi kolaboratif di sektor publik.
Komunikasi yang efektif menjadi
fondasi utama dalam membangun
kepercayaan (trust) antara berbagai
pemangku kepentingan. Penelitian

Ansell dan Gash (2018) menunjukkan
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bahwa kepercayaan yang dibangun
melalui komunikasi transparan dan
konsisten menjadi prasyarat utama
bagi kolaborasi yang efektif. Tanpa
dasar kepercayaan ini, inisiatif inovatif
akan sulit mendapatkan dukungan
yang diperlukan.

Dalam  praktiknya, komunikasi
pemimpin yang inklusif terbukti
mampu meningkatkan partisipasi
masyarakat secara signifikan. Studi
Torfing  (2018) mengungkapkan
bahwa gaya komunikasi partisipatif
dapat meningkatkan keterlibatan
warga hingga 40% dalam berbagai
program inovatif. Hal ini terlihat jelas
dalam kasus kepemimpinan Joko
Widodo di Indonesia, di mana
pendekatan blusukan dan
penggunaan media sosial secara
intensif berhasil menciptakan
keterlibatan publik yang masif.

Namun, komunikasi pemimpin
tidak  hanya berperan  dalam
membangun partisipasi, tetapi juga
dalam mengatasi resistensi terhadap
perubahan. Data dari OECD (2020)
menunjukkan bahwa pemimpin yang
mampu mengartikulasikan manfaat
inovasi secara persuasif dan berbasis
bukti berhasil mengurangi hambatan

birokrasi hingga 35%. Kemampuan
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komunikasi ini menjadi kunci dalam
mentransformasikan ide-ide inovatif
menjadi kebijakan yang
implementatif.

Di era digital, media sosial telah
menjadi alat ampuh bagi komunikasi
pemimpin populis. Analisis Annisa
dkk (2023) terhadap akun Instagram
Joko Widodo menunjukkan
peningkatan 65% keterlibatan
masyarakat selama masa pandemi.
Namun, platform digital ini juga
menyimpan bahaya besar. Penelitian
Acampa (2023) mengungkap bahwa
73% konten populis di TikTok
mengandung penyederhanaan fakta
yang berpotensi menyesatkan.

Karakter pemimpin sendiri
memainkan peran sentral dalam
efektivitas komunikasi mereka. Teori
kepemimpinan transformasional dari
Bass dan Riggio (2006) menekankan
pentingnya sifat seperti empati,
ketulusan, dan kemampuan
mendengar. Pemimpin yang memiliki
karakter kuat cenderung lebih
mampu  menciptakan lingkungan
komunikasi yang kondusif bagi
inovasi kolaboratif.

Kemampuan berkomunikasi

selama krisis ~ menjadi ujian

sesungguhnya bagi seorang
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pemimpin. Kasus Narendra Modi di
India dan Ada Colau di Barcelona
menunjukkan  bagaimana media
sosial dapat menjadi alat strategis
dalam membentuk persepsi publik di
saat-saat kritis. Namun, komunikasi
populis juga mengandung risiko
polarisasi. Data Bapista dkk (2022)
menunjukkan peningkatan polarisasi
politik sebesar 32% di negara-negara
dengan pemimpin populis yang kuat.

Sintesis literatur  menunjukkan
bahwa aspek komunikasi publik
dalam  kepemimpinan  memiliki
keterkaitan langsung dengan
dinamika tata kelola dan inovasi
kebijakan. Karakter kepemimpinan
transformasional, transparansi,
konsistensi, gaya komunikasi, serta
pelibatan publik merupakan elemen
yang konsisten muncul dalam kajian
komunikasi politik, governance, dan
studi  kepemimpinan.  Misalnya,
literatur  tentang  kepemimpinan
transformasional (Burns, 1978; Bass,
1990) menekankan peran visi dan
karisma dalam membangun iklim
komunikasi yang suportif, sementara
prinsip good governance (OECD,
2020; Kim & Lee, 2020) menegaskan

pentingnya transparansi sebagai



fondasi legitimasi, sebagaimana tabel

2. berikut:

Tabel 2. Implikasi Komunikasi Publik
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kebijakan jangka
panjang

Karakter
Kepemimpinan
Transformasional

Pemimpin dengan
karakter kuat
menciptakan iklim
komunikasi yang
suportif untuk
inovasi

Aspek Implikasi Strategis bagi
Komunikasi Komunikasi Publik

Karakter
Kepemimpinan
Transformasional

Pemimpin dengan
karakter kuat
menciptakan iklim
komunikasi yang
suportif untuk inovasi

Transparansi &
Konsistensi

Menjadi prasyarat
kolaborasi;
memperkuat
legitimasi inovasi

publik

Transparansi &
Konsistensi

Menjadi prasyarat
kolaborasi;
memperkuat
legitimasi inovasi

publik

Gaya Komunikasi Pendekatan inklusif &
partisipatif
mendorong
keterlibatan publik
aktif dan
mempercepat
difusi inovasi

Pelibatan Publik ~ Blusukan & Media
Sosial sebagai
perluasan saluran
komunikasi yang
memperkuat
kedekatan
emosional dengan

masyarakat

Krisis dan
Persepsi Publik

Risiko fragmentasi
sosial; perlu
keseimbangan
antara retorika dan

substansi
Tantangan Era  Dibutuhkan strategi
Digital komunikasi publik

yang adaptif,
akuntabel, dan
berbasis nilai

Sumber : Analisis Penulis (2025)

Dari elemen-elemen tersebut,
dapat ditarik implikasi strategis
bahwa komunikasi publik bukan
hanya instrumen persuasi, tetapi juga
sarana untuk memperkuat kolaborasi,
memperluas partisipasi warga, dan
mengelola legitimasi politik, terutama
di tengah tantangan era digital yang
sarat polarisasi (Chadwick, 2017;
Mergel, 2019). Praktik populisme di
Indonesia, seperti “blusukan” Jokowi
(Aspinall & Mietzner, 2019) atau
retorika konfrontatif Prabowo
(Muhtadi & Muslim, 2020), menjadi
contoh konkret bagaimana strategi
komunikasi yang berbeda dapat
memperkuat kedekatan emosional
dengan rakyat, namun sekaligus
membawa risiko fragmentasi sosial
bila retorika tidak diimbangi dengan

substansi kebijakan.
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Tantangan ke depan adalah
menciptakan keseimbangan antara
komunikasi yang efektif dengan
substansi kebijakan yang kuat. Praktik
terbaik dari negara-negara
Skandinavia menunjukkan
pentingnya mengombinasikan
komunikasi populis dengan
pendekatan  kolaboratif berbasis
bukti dan partisipasi deliberatif.
Pemimpin  masa depan perlu
mengembangkan kemampuan
komunikasi yang tidak hanya menarik
secara emosional, tetapi juga
substantif dan akuntabel.

Pada akhirnya, komunikasi
pemimpin dalam inovasi kolaboratif
harus dilihat sebagai proses dinamis
yang membutuhkan keseimbangan
halus antara membangun narasi
populis  dan mempertahankan
integritas kebijakan. Tantangan ini
semakin kompleks di era digital, di
mana kecepatan penyebaran
informasi  seringkali mengalahkan
kedalaman analisis. Pemimpin yang
sukses adalah mereka yang mampu
memanfaatkan kekuatan komunikasi
tanpa terjebak dalam pragmatisme

jangka pendek.

F. KESIMPULAN
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Komunikasi publik dalam
kepemimpinan populis di Indonesia
menunjukkan dinamika yang
ambivalen. Jokowi dengan simbol
blusukan dan narasi wong cilik
berhasil  membangun legitimasi
politik dan kedekatan emosional,
sementara Prabowo dengan retorika
rakyat versus elite menguatkan
identitas kolektif berbasis
nasionalisme dan agama konservatif.
Keduanya  menegaskan  bahwa
komunikasi populis berperan besar
dalam membentuk ruang publik dan
legitimasi politik.

Namun, strategi tersebut tidak
lepas dari risiko. Pola komunikasi
populis kerap mempersempit ruang
deliberasi, menajamkan polarisasi
sosial, dan melemahkan transparansi
serta kolaborasi yang penting bagi
tata kelola demokratis. Dengan
demikian, populisme dalam
komunikasi publik dapat sekaligus
menjadi sumber legitimasi sekaligus
ancaman bagi praktik demokrasi
yang inklusif.

Penelitan ke depan perlu
mengkaji  lebih  jauh  dampak
komunikasi populis terhadap
kapasitas institusional dan inovasi

kebijakan jangka panjang. Studi



komparatif lintas negara atau level
pemerintahan, serta eksplorasi peran
media digital dan algoritma dalam
memperkuat atau mendistorsi narasi
populis, akan memberi pemahaman

yang lebih komprehensif. Dengan
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begitu, kajian ini tidak hanya membangun komunikasi publik yang
memperkaya teori, tetapi juga lebih etis, partisipatif, dan
memberi panduan praktis untuk mendukung demokrasi.
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